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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

1.

bahwa dalam era reformasi, setiap warga negara
memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan
menggunakan informasi yang akurat secara mudah
dan cepat;

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan
informasi publik, Badan Pengawas Tenaga Nuklir
melalui fungsi hubungan masyarakat, memerlukan
standar layanan pengelolaan informasi guna
menjamin  pelayanan informasi publik yang
transparan dan akuntabel;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas
Tenaga Nuklir tentang Standar Layanan Pengelolaan
Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas
Tenaga Nuklir;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan
Pengawas Tenaga Nuklir;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA

NUKLIR TENTANG STANDAR LAYANAN PENGELOLAAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, yang
dimaksud dengan:

1.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN
adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui
peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan
Pemanfatan Tenaga Nuklir sebagaimana yang dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan
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dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun
nonelektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan publik.

Majelis Pertimbangan Informasi yang selanjutnya disingkat MPI adalah
struktur tertinggi dalam organisasi sistem pelayanan informasi publik
di lingkungan BAPETEN

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAPETEN yang
selanjutnya disingkat Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan
atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari
atasan langsung pejabat yang bersangkutan di lingkungan BAPETEN.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi di lingkungan BAPETEN.

Pejabat Informasi adalah pejabat BAPETEN yang bertanggung jawab
terhadap Informasi Publik di setiap unit kerjanya.

Petugas Informasi adalah pegawai BAPETEN bidang kehumasan yang
melaksanakan pelayanan informasi BAPETEN dalam rangka
memberikan dukungan teknis administrasi bagi pelaksanaan tugas
PPID.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan
hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat
diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi
sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang
timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan
mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik
dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada
membukanya atau sebaliknya.


http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.951 4

Pasal 2

Peraturan Kepala BAPETEN ini bertujuan untuk:

a.

memberikan standar operasional bagi BAPETEN dalam melaksanakan
pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

meningkatkan pelayanan Informasi Publik oleh BAPETEN untuk
menghasilkan layanan yang berkualitas;

menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses
Informasi Publik di BAPETEN; dan

menjamin  terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan
Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 3

Peraturan kepala BAPETEN ini mengatur Standar Layanan Pengelolaan
Informasi Publik

BAB Il
PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Pelayanan Informasi Publik di BAPETEN diselenggarakan menurut asas-
asas keterbukaan informasi publik meliputi:

a.

(1)

Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
Pengguna Informasi Publik.

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon
Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan
cara sederhana.

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan
Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada
pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan
saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 5

Untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan informasi publik yang
transparan dan akuntabel, Kepala BAPETEN membentuk Organisasi
Pelayanan Informasi Publik.


http://www.djpp.depkumham.go.id

(2)

(3)

(1)
(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

5 2012, No.951

Organisasi Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:

MPI;

Atasan PPID;

PPID;

Pejabat Informasi; dan

© o0 o

Petugas Informasi.

Organisasi Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPETEN.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tanggung Jawab, dan Wewenang
Pasal 6

MPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dijabat
oleh Pejabat setingkat Eselon | BAPETEN.

MPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab
memberikan pertimbangan dan menetapkan kebijakan dalam rangka
pengelolaan informasi publik.

Pasal 7

Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b
dijabat oleh Pejabat setingkat Eselon | BAPETEN yang membawabhi
bidang informasi publik.

Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem informasi
dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik di lingkungan
BAPETEN secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan
mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

Pasal 8

PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dijabat
oleh Pejabat setingkat Eselon Il yang membawahi bidang informasi
publik.

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung
jawab:

a. menyediakan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat
diakses dengan mudah;

b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi
secara baik dan efisien yang dilaksanakan oleh petugas informasi
sehingga dapat diakses dengan mudah;
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